
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Risiko usaha yang UED-SP hadapi dalam menyalurkan modal kepada

masyarakat di Desa Tanjung Karang, sebagai berikut:

a. Risiko hubungannya dengan fungsi keuangan/finansial

b. Risiko hubungannya dengan pemasaran

c. Risiko hubungannya dengan produksi

d. Risiko hubungannya dengan engineering dan pemeliharaan

e. Risiko hubungan dengan fungsi akuntansi

f. Risiko hubungannya dengan personalia

2. Praktek manajemen risiko dalam UED-SP di desa tanjung karang

kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan suatu upaya pengurus untuk

menimalisir risiko yaitu berupa mengidentifikasi, mengukur dan

mengendalikan risiko.

3. Berdasarkan tinjauan Islam tentang manajemen risiko UED-SP di desa

tanjung karang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam

memberikan tangguhan waktu sampai orang yang berhutang mampu untuk

membayar kewajibannya hal itu sangat di perbolehkan bahkan dianjurkan.

Dalam pemberian kredit/pinjaman tidak diperbolehkan mengambil jasa

berupa bunga dan mengambil denda apabila peminjam telat membayar
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angsuran. Namun pada prakteknya UED-SP Desa Tanjung Karang

menerapkan sistem bunga dan penyitaan tanpa adanya penyelesain

masalah secara kekeluargaan, dan apabila pembayaran mengalami

tunggakan akan dikenakan sangsi atau denda sebasar Rp. 3.000,00 s/d Rp.

1.000,00/hari. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberi saran-saran

kepada pengurus UED-SP di Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri

Huluadalah sebagai berikut :

1. Sebelum memberikan dana pinjaman hendaknya harus lebih teliti terhadap

penggunaan dana yang diberikan kepada nasabah. Apakah dana tersebut

benar-benar akan digunakan untuk keperluan produktif atau konsumtif.

Karena penggunaan dana untuk kegaiatan konsumtif sangat memicu

terjadinya penunggakan atau kredit macet.

2. Meningkatkan hubungan antara pengurus dengan masyarakat/nasabah

untuk menyelesaikan persoalan tidak menyita agunan tapi dengan

memberi tanggang waktu sampai masyarakat/nasabah sanggup untuk

membayar serta menghilangkan denda.

3. Dalam menjalankan kegiatan operasional diharapkan memperhatikan

kaidah-kaidah syariat Islam agar tercapainya tujuan falah (kedamaian dan

kesejahteraan dunia akhirat).


